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Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di 

Era Pandemi Covid- 19 Bagi Masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan 

Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 

 

ABSTRAK 

 

OLEH : 

IRYANDA ADITAMA 

NIM. 11775101662 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 2020 pandemi Covid-19 melanda 

dunia oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan guna 

mempersempit penyebaran virus. Namun kebijakan tersebut berdampak pada 

perekonomian masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat merasakan dampak 

Covid-19, dan kebijakan pemerintah tersebut. Kesejahteraan masyarakat adalah 

keadaan dimana masyarakat merasa adil dalam perekonomian dan sosial, serta 

berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat 

adalah tugas pertama dan utama setiap pemerintahan, sesuai pasal Pasal 33 ayat 2 

UUD 1945. Pada awal tahun Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan 

bantuan sosial untuk masyarakat miskin maupun terdampak Covid-19, termasuk 

bantuan langsung tunai dana desa. Baik sebelum adanya Covid-19 maupun setelah 

adanya Covid-19 bantaun sosial terus menuai pro dan kontra, baik pelaksanaanya 

maupun kebijakanya. Begitupun kasus tidak tepat sasarannya bantuan langsung 

tunai dana desa di Nagari Situmbuk,, hal terseut membuat penulis tertarik untuk 

meneliti permasalahan ini apakah berjalan efektif atau belum. Jenis penelitian 

dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu objek, fokus, kasus dari 

kelompok tertentu yang menjadi obyek dalam penelitian. Berdasarkan data yang 

diperoleh dilapangan berupa tertulis. Lisan dan perilaku yang dapat diamati, 

adapun pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling jenuh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bantuan langsung tunai 

dana desa di Nagari Situmbuk  belum efektif terhadap kesejahteraan masyarakat 

terdampak Covid-19 karena kurangnya anggaran desa yang terbatas yang 

membuat daftar penerima terbatas juga dan keakuratan data yang masih kurang 

yang menyebabkan adanya perubahan data sehingga perangkat desa harus 

verivikasi ulang menjadi dua kali.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat 

merasakan keadilan dalam perekonomian dan keadaan sosial yang berkecukupan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat jasmani, rohani maupun 

sosial6. Kesehahteraan masyarakat adalah tugas pertama dan utama setiap 

pemerintahan karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola semua 

sumber daya dan perekonomian, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyatnya sesuai pasal Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Secara historis 

penciptaan kesejahteraan bagi seluruh warga negara merupakan amanat 

perjuangan kemerdekaan, dimana para pendiri negeri ini telah menegaskan bahwa 

negara-bangsa bernama Indonesia dibentuk untuk mengupayakan terciptanya 

kemakmuran lahir dan batin bagi segenap penduduknya. Konstitusi tegas 

mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik 

negeri ini. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, perekonomian berdasarkan 

atas asas kekeluargaan atau persaudaraan, yang menjunjung kesejahteraan 

bersama sebagai tujuan utama, bukan persaingan individualisme (liberalism) dan 

bukan kemakmuran orang per orang.
1
 

Virus corona atau covid-19 merupakan virus yang ditemukan pada bulan 

Desember 2019 di Wuhan, China. Virus ini dapat menular dan menyebabkan 

                                                     
1
 Ainin Azhari, Dwi Suhartini, "Efektifitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk 

Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Proaksi, Vol 8, 

No 2 (2021): 51 – 60. 
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berbagai gangguan bagi penderitanya berupa gangguan pada paru-paru dan 

jaringan pernapasan, bahkan berujung kematian apabila virus ini tidak segera 

ditangani. Penularan virus covid-19 sangat cepat sehingga virus ini sangat mudah 

menyebar dan menyebabkan pandemi hampir di seluruh negara di dunia termasuk 

Indonesia.
2
 

Pemerintah   Indonesia   telah   mengambil   berbagai tindakan untuk  

meminimalisir angka positif  Covid-19.Lockdown, work from home, dan social 

distancingadalah sebuah  strategi  pemerintah  yang  dinilai  efektif (Chudik dkk,   

2020).Namun   dengan   adanya   kebijakan   yang ditetapkan  di  atas  

memberikan  masalah baru  terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dampak 

yang ditimbulkan   dengan   adanya   pembatasan   ruang   gerak dapat dirasakan 

pada seluruh aspek kehidupan khususnya pada bidang mobilitas perekonomian.
3
 

Anjloknya aktivitas perekonomian domestik, tidak menutup kemungkinan 

akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah Covid-19 menekan 

perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perekonomian di 

Nagari Situmbuk mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, 

dari desa ke kota lalu kembali ke desa. Nagari Situmbuk merupakan salah satu 

desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, 

sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani padi, jagung, 

                                                     
2
 Ilma Nafiah1 Risma Wira Bharata, “Analisis Efektivitas dan Dampak 

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko”, Jurnal 

Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI), Volume 6 No.3, Oktober 2021, hlm 

1 – 15  
3
 Winona Islamay Firmansyah, “ Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa 

Kepatihan Kabupaten Jombang “, Publika. Volume 9 Nomor 5. Tahun 2022, 261 

– 272. 
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cabe, tomat dan terung serta sayur - sayuran yang memasarkan hasil taninya ke 

kota-kota besar seperti Kota Jakarta. Selama pandemi omset hasil pertanian 

rendah akibat harga beli yang tak sebanding dengan biaya yang dikerluarkan.
4
 

Hal ini tentu menjadi tantangan baru lagi bagi pemerintah untuk 

bagaimana agar ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan di masa sulit seperti 

pandemi covid-19 ini, pemerintah harus berupayah lagi untuk menekan laju 

perekonomian di masa pandemi covid-19 ini. Maka untuk menangani krisis 

tersebut, pemerintah telah menerapkan program-program Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin yang rentan terkena  dampak covid-19 

yang menggunakan Dana Desa. BLT tersebut dianggarkan akan menggunakan 

Rp22,47 triliun yang direalokasi dari Rp72 triliun yang dianggarkan untuk Dana 

Desa (Arifin Danung , 2020). Bantuan ini diharapkan mampu untuk meringankan 

beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi.
5
 

Dana desa merupakan alokasi anggaran dalam anggaran dan dapat 

digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak 

COVID-19 ditingkat rumah tangga dan desa. Beberapa manfaat dana desa antara 

lain alokasi anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara. Ini bisa menjadi program tindakan cepat yang dapat Anda mulai segera. 

Program lain dapat dilengkapi untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. 

                                                     
4
   Ainin Azhari, Dwi Suhartini, "Efektifitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai 

Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Proaksi, 

Vol 8, No 2 (2021): 51 – 60. 
5
 Carly Erfly Fernando Maun. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid – 19 di Desa Talaitad 

Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” Jurnal Politico, 

Volume 9, , 2020, hlm 4. 
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Aparat desa sudah memahami sistem yang ada dan tidak membutuhkan sistem 

baru agar bisa bergerak cepat.
6
 

Salah satu desa yang menerapkan program ini adalah Nagari Situmbuk. 

Dalam pemerintah Nagari Situmbuk telah melaksanakan pemberian dan bantuan 

kepada masyarakat, yang terdiri dari Bantuan Sosial Tunai ( BST dan Bantuan 

Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa. Uang bantuan untuk orang yang berhak 

menerimanya akan ditransfer langsung ke rekening masing – masing penerima
7
. 

Selama masa PSBB terdapat 3 golongan masyarakat yang mendapatkan bantuan 

dari pemerintah. Pertama, kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan 

dana dari PKH dan BNPT dari kementrian sosial. Kedua, kelompok masyarakat 

menerima bantuan yang mendapat bantuan dari BNPT, Ketiga, seseorang yang 

kehilangan pekerjaan atau terkena PKH oleh perusahaan dan Keempat kelompok 

masyarakat yang berhak menerima bantuan akan mendapatkan bantuan tunai 

sebesar Rp. 600.000 perbulan selama 3 bulan.
8
 

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan 

sejauh mana target dapat tercapai. keefektifan suatu program dapat diamati dari 

indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan 

sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perilu dilakukan karena nantinya 

akan  terlihat seberapa efektif  BLT Dana Desa tersebut dalam memberikan 

                                                     
6
 Mardiyah Kofsatun, “ Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi 

Masyarakat Miskin Terkena Dampak Pandemi Covid – 19 di Desa Kaliwungu 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo”, Jurnal Bisnis Administrasi dan 

Manajemen, Vol 14 No 1, April 2021. 
7
 Ibid, h. 4. 

8
 Nanang Suparman, dkk , “ Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 “, : Jurnal Ilmu Sosial, 

Vol 19 No. 2 2021 
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kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih 

ada.
9
 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu upaya pemerintah 

guna meringankan beban masyarakat, pengeluaran berupa transfer uang yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang 

terdampak Covid-19 guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya 

risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. 

10
Sifat bantuan ini tidak secara terus menerus dan selektif, bantuan ini berupa 

uang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi 

dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget 

yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak 

Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.
11

 

Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga 

daya beli masyarakat di masa pandemi virus corona. Semua bantuan tersebut akan 

didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga 

                                                     
9
 Khoiriyah Fatkhul, dkk, “ Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari 

Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum 

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ”,  Jurnal Sprit Public, Volume 15, 

Nomor 2, 2020 Halaman 97 – 110. 
10

  Agnes Sediana Milasari D, Program Bantuan Sosial untuk Rakyat, Kominfo, 

diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-

bantuansosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr 
11

 Sediana Milasari D, Program Bantuan Sosial untuk Rakyat, Kominfo, 

diaksesdari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program -

bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr, ( 02 Juli 2021 Pukul 19: 21). 
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terdampak secara langsung maupun tak langsung.
12

 

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga yang Tidak Mampu tahun 2020 – 2021 

 Jumlah  

Keluarga Kurang Mampu 1386 Orang 

Sumber : Data Resmi Nagari Situmbuk, 2022 

 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan 

keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin 

dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

terutama akibat wabah COVID-19.
13

 Masyarakat miskin dan rentan yang belum 

menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu 

Prakerja yang berhak menerima bantuan ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

(COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp900.000 setiap 

                                                     
12

 Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN / Bappenas. 2020. “ 

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 “. Jakarta. 

Kompak 
13

 Hasanah Usrotul, Yeni Febriyana Putri, “ Implementasi Program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease (Covid – 19)  di Desa Prajekan Lor Bondowoso “, Jurnal Penelitian V 5, 

Nomor 2, Desember 2021 
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bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 

3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana 

Desa ini bebas pajak.
14

 

Adapun, Syarat untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT Dana 

Desa ), diantaranya : 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di 

desa bersangkutan. 2) Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) 

dan bansos pemerintah lainnya.3) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

4) Jika penerima bantuan adalah petani maka BLT Dana Desa dapat digunakan 

untuk membeli pupuk. 5) Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa. 6) 

Pendataan KPM BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial. 
15

 

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Program Bantuan Langsung Tunai di Nagari 

Situmbuk tahun 2020 - 2021 

2020 

No Desa / Jorong Jumlah KK Anggaran Ket 

1 Patir 17 KK Rp. 15.300.000 Tahap I 

Bulan April 2 Bodi 19 KK Rp. 17.100.000 

                                                     
14

 Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN / Bappenas. 2020. “ 

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 “. Jakarta. 

Kompak 
15

 Paat Refendy, “ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 

2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Tanah Datar “, 

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No. 1 Tahun 2021 
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3 Piliang 25 KK Rp. 22.500.000 s.d Juni 

4 III Ninik 23 KK Rp. 20.700.000 

Total 84 KK Rp. 75.600.000 

1 Patir 27 KK Rp. 24.300.000 

Tahap II Juli 

s.d 

September 

2 Bodi 23 KK Rp. 20.700.000 

3 Piliang 32 KK Rp. 28.800.000 

4 III Ninik 29 KK Rp. 26.100.000 

Total 111 KK Rp. 99.900.000 

1 Patir 5 KK Rp. 4.500.000 

Tahap III 

Oktober s.d 

September 

2 Bodi 4 KK Rp. 3.600.000 

3 Piliang 5 KK Rp. 4.500.000 

4 III Ninik 5 KK Rp. 4.500.000 

Total 19 KK Rp. 17.100.000 

 

 

2021 

No Desa / Jorong Jumlah KK Anggaran Ket 

1 Patir 19 KK Rp. 17.100.000 

Bulan 

Januari s.d 

September  

2 Bodi  17 KK Rp. 15.300.000 

3 Piliang  17 KK Rp. 15.300.000 

4 III Ninik  17 KK Rp. 15.300.000 

Total 70 KK Rp. 63.000.000 
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Tahun Jumlah Kepala Keluarga Anggaran 

2020 214 KK Rp. 192.600.000 

2021 70 KK Rp. 63.000.000 

Total keseluruhan  284 KK Rp. 255.600.000 

Sumber : Data Resmi Nagari Situmbuk,2022 

Dari data diatas terlihat bahwa banyak penerima Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa ini di Nagari Situmbuk tahun 2020 sampai 2021 dengan jumlah 

penerima 284 KK. dengan penerima terbanyak di Jorong Piliang berjumlah 

sebanyak 79 KK, dengan jumlah 4 Jorong yaitu Jorong Patir, Jorong Bodi, Jorong 

Piliang dan Jorong II Ninik.  

Dari data diatas dapat dilihat perbedaan antara program Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa tahun 2020 – 2021 : 

Tabel 1.3 Perbedaan  Program Bantuan Langsung Tunai di Nagari 

Situmbuk tahun 2020 - 2021 

No Perbedaan 

Tahun 

2020 2021 

1 Jumlah Penerima 214 KK 70 KK 

2 

Total Anggaran Penerima BLT 

Dana Desa 

Rp. 192.600.000 Rp. 63.000.000 

3 Persentase Anggaran 

40% dari jumlah 

penerima APBD 

30% dari jumlah 

penerima APBD  

4 Jorong Penerima Terbanyak 

Piliang dengan 

62 KK 

Patir dengan 19 

KK 
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Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Situmbuk 

sudah berjalan dari tahun 2020 sampai 2021, masyarakat sudah merasakan efek 

dari bantuan tersebut. Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak 

virus corona COVID-19. Perangkat desa Nagari Situmbuk telah menyalurkan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan cukup baik. Namun, masih terdapat 

kendala antara masyarakat dengan Pemerintah Desa karena Anggaran yang 

diberikan pemerintah pusat ke daerah hanya sedikit dengan jumlah penerima 284 

KK sedangkan jumlah masyarkat kurang mampu berjumlah 1780 orang sehingga 

menjadikan daftar penerima bantuan langsung tunai dana desa ini tidak sesuai 

dengan sasaran dan target dari jumlah masyarakat kurang mapu di Nagari 

Situmbuk. Padahal, masih banyak masyarakat yang menginginkan bantuan 

pemerintah sampai saat pandemi covid -19 selesai. Selanjutnya, kendala yang 

kedua adalah keakuratan data. Dimana, masih ada penerima yang sudah di rantau 

( luar daerah ) masih dapat menerimanya sehingga perangkat desa harus 

memverivikasi ulang. Banyak nagari yang mungkin jumlah penerima BLT yang 

memenuhi kriteria akan tetapi tidak sebanding dengan data yang diperoleh yang 

mengakibatkan tidak meratanya bantuan tersebut sehingga mereka yang menerima 

memang adalah keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan (tepat sasaran).  

Hal lain yang juga perlu diperhatikan agar pemberian bantuan bisa 

berlangsung efektif adalah: 1) Memahami bahwa program bantuan sosial sangat 

tergantung pada akurasi data dari keluarga penerima manfaat. 2) Ketersediaan 

pasokan komoditas pangan agar harga bisa tetap stabil. 3) Sinkronisasi kebijakan 



 

11 
 

skema bantuan sosial  antara pemerintah pusat dengan  pemerintah daerah  sangat 

penting untuk memastikan terakomodasinya perubahan komposisi masyarakat 

yang terdampak.  

Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, semakin banyak masyarakat 

yang terdampak dan menjadi rentan, sehingga pendataan ulang secara cermat 

per\;lu dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat yang digunakan 

sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang berbasis fakta di lapangan. Selain 

pendataan ulang, proses verifikasi juga harus dilakukan dengan kerjasama antara 

pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan validitas data. Pemeriksaan secara 

langsung di lapangan diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran dan memberikan 

manfaat kepada yang berhak menerima. (Rachmawati Reviza Rika, 2020). 

Berdasarkan femonema diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa di era pandemi Covid-19 bagi masyarakat 

Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah 

Datar ”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa bagi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid – 19 di Nagari 

Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar ? 

2. Apa faktor – faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid – 

19 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid – 19 di 

Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. 

2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat efektivitas pelaksanaan 

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Ditengah 

Pandemi Covid – 19 di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, 

Kabupaten Tanah Datar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan diteliti. 

2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis, 

selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi 

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) 

jurusan ilmu administrasi negara pada Fakultas ekonomi dan sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penlitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  
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Pada bab ini menguraikan kajian teori, pandangan islam terhadap konsep 

penelitian serta kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 

kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan membahas 

teori-teori yang yang berhubungan dengan permasalahan. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjabarkan tentang tipe atau jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai lokasi penelitian yakni di 

Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar seperti 

sejarah nagari, penduduk, visi dan misi serta fungsi dan tugas setiap 

struktur desa.  

BAB  V HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Di Era Pandemi Covid- 19 bagi Masyarakat Nagari Situmbuk 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar  

BAB VI KESIMPULAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Di akhir 

penulisan penulis memasukkan daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Implementasi 

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 

banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi 

kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa 

penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, 

namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan 

implementasi kebijakan.
16

 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan.
17

 Pandangan tersebut dikuatkan dengan 

pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 

merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari 

suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output 

atau outcomes bagi masyarakat.
18

 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) 

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) 

                                                     
16

 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi 

Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, 

Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117 
17

 Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, Policy Implementation and 

Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15 
18

 Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, 

London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1 
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sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Menurut Agustino, “implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 

hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. 
19

 

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi 

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang 

nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai 

aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program 

berjalan. 
20

 

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang 

implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi 

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan 

kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
21

 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 

implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

                                                     
19

 Purwanto dan Sulistyastuti , Analisis Kebijakan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21. 
20

 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, 

Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154. 
21

 Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and 

Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148. 
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cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
22

 

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari 

pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan 

dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “Adalah 

cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya 

bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-

slogan yang kedenganrannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para 

pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya 

dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap 

klien”.
23

 

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana 

kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Teori-Teori Implementasi 

Ada beberapa teori implementasi di antaranya:  

a. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III  

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang 

dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan 

model implementasi kebijakan publiknya denganDirect and Indirect 

Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat 

                                                     
22

 Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, 

Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139. 
23

 Ibid. hlm 141. 
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variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu 

kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. 

Struktur birokrasi.
24

 

b. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn  

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi 

kinerja kebijakan yaitu : 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan 

dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan 

tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang 

ada di level pelaksana kebijakan. 

2) Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. 

3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen 

pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal 

yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai 

dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas 

wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan 

manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas 

cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin 

besar pula agen yang dilibatkan. 

                                                     
24

 Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, 

London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 149-154. 
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4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat 

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 

implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 

formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan 

yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka 

rasakan. 

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

impelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi 

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan 

akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang 

perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik 

dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van 

Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
25

 

c. Model Ripley dan Franklin  

Dalam buku yang berjudul Policy Implementasi and Bureacracy, 

Randall B. Repley and Grace A. Franklin, menulis tentang three 

                                                     
25

 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, 

Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154. 
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conceptions relating to successful implementation sambil menyatakan : 

“ the notion of success in implementation has no single widly accepted 

definition. Different analists and different actors have very different 

meanings in mind when they talk about or think about successful 

implementation. There are three dominant ways of thinking about 

successful implementation ”.
26

 

Sehubungan dengan three dominant ways of thinking about successful 

implementation tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analist 

and actors yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang 

berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (degree of 

compliance). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya 

kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin 

menganggap kedua parameter tersebut “ is too narrow and have limites 

political interest ”, maka mereka mengajukan perspective yang ketiga, 

yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan 

mengatakan “ we advance a third persepective, which is that successful 

implementation leads to desired... impact from whatever program is 

being analyzed.” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan 

impelementasi kebijakan.
27

 

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan 

suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, 

                                                     
26

 Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and 

Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 51. 
27

 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, 

Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154. 
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lancarnya rutinitas fungsi lembaga , dan hasil kebijakan yang sesuai 

dengan rencana dari kebijakan. 
28

 

d. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn  

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perpect 

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. 

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut : 

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana 

tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 

2) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar 

tersedia.  

4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada 

hubungan kausalitas yang handal.  

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubungannya.  

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.  

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat 

                                                     
28

 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi 

Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 

1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117. 
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menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  
29

 

Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan 

seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan 

baik. Ada beragam sumber daya, misalnya. Waktu, keuangan, 

sumber daya manusia, peralatan yang harus tersedia dengan 

memadai. Disamping itu, sumber daya tersebut harus kombinasi 

berimbang. Tidak boleh terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya 

manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau 

sumber keuangan memadai tetapi ketersedian waktu dan 

keterampilan tidak cukup. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi  

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam 

Agustino), the are for critical factories to policy implementation they are : 

“communication, resources, disposition, and bureauratic structure”. 
30

 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh 

dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup 

:  

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi 

kebijakan;  

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, 

                                                     
29
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masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air 

bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda 

motor; 

3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;  

4) apakah letak sebuah program sudah tepat.  

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :  

1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 

para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;  

2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 

3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
31

 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan.
32

 

2.2 Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 
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ditentukan.
33

 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah 

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau 

dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 

metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila 

dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif 

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. 

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan 

organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di 

tentukan oleh organisasi tersebut 

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan” 
34

. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa 

efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. 

Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau 
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kegiatan.. 

   Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip 

H.A.S. Moenir yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Effectivennes, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. 

An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, 

pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang 

manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan).
35

 

 Efektivitas menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukurn di mana ssuatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

 James L Gibson dkk  (Pasolong, 2013: 4), mengungkapkan bahwa 

efektivitas adalah  pencapaian sasaran dari upaya bersama.  Derajat pencapaian 

sasaran menunjukan  derajat efektivitas. dapat disimpulkan  bahwa efektivitas 

adalah pencapaian  tujuan. 

 Sedangkan menurut Gibson (1985: 27-30), konsep keefektifan organisasi 

dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan 

keefektifan organisasi. 

a. Efektivitas Individu. 

 Pada prespektif ini menekankan pada  pelaksanaan tugas-tugas dan 

tanggung  jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan 

prestasi  individu sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena individu  
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bekerja dalam suatu organisasi pasti  berhubungan langsung dengan  kelompok. 

b. Efektivitas Kelompok. 

 Prespektif ini menekankan pada  kinerja yang dapat diberikan kelompok 

pekerja. Dalam  konteks ini,  individu juga sebagai “team work”  dimana ada 

suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan  perorangan.  

c. Efektivitas Organisasi. 

 Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu  

dan kelompok. Efektivitas ini dapat  melebihi jumlah efektivitas individu  dan 

kelompok artinya organisasi dapat  memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi 

daripada jumlah prestasi masing-masing.
36

 

James L.Gibson mengungkapkan bahwa, Efektivitas adalah pencapaian 

sasaran menunjukan derajat efektivitas.(dalam buku Herbani Pasolong,2010:4). 

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan 

tertentu dalam suatu organisasi(Kumorotomo,2005:362).  Menurut keban 

mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan 

organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. (dalam 

buku Herbani pasolong,2010;4).  

Sedangkan SP. Siagian (2002 : 151 ) mengemukakan, efektivitas adalah 

tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan 

menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan 
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kegiatan – kegiatan organisasi tertentu.
37

 

Berdasarkan uaraian di atas, dapat dijelaskan bahwa Efektivitas adalah 

suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan 

cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, 

semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap 

semakin efektif. 

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (1985:34) menyebutkan 

bahwa ukuran efektivitas organisasi,sebagai berikut : 

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. 

2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan 

input. 

3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

4. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar 

tanggap terhasap perubahan internal dan eksternal 

5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapsitasnya dalm menghadapu tuntutan masyarakat.
38

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu 
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organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara 

optimal dalam mengukur kemampuan efesiensi. 

Menurut pendapat Ricard M.Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18), 

mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu: 

a. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi 

b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan 

c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 

dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik 

d. Efensiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap 

biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut 

e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 

biaya dan kewajiban dipenuhi 

f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 

g. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur,fungsi dan sumber daya sepanjang 

waktu 

h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal penbaikan yang berakibat pada 

kerugian waktu 

i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian 

tujuan,yang melibatkan usaha tambahan,kebersamaan tujuan dan perasaan 

memiliki 

j. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan 

k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 



 

28 
 

sam lain,artinya bekerja sama dengan baik,berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan 

l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk 

mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah 

keterbekuan terhadaap rangsangan lingkungan.
39

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya 

atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian 

tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Efensien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumberdaya 

(input) baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tidak efesien 

berarti dalam mencpai sasaran menggunakan sumber daya yang berlebihan atau 

lazim dikata ekonomi biaya tinggi.tetapi yang paling parah adalah efesien dan 

tidak efektif,artinya ada pemborosan sumber daya. Efesiensi harus selalu bersifat 

kuantitatif dan dapat diukur,sedangkan efektif mengandung pengertian kualitatif. 

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efesiensi dalam 

menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang 

merupakan tujuan dar setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.Hal yang 

paling rawan adalah apabila efesiensi selalu diartikan sebagi suatu 

penghematan,karena bisa mengangu operasi,sehingga pada giliranya akan 
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mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya 

juga setinggiyang diharapkan. 

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya 

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target(kuantitas,kualitas dan 

waktu)yang telah dicapai oleh manajemen,yang mana target tersebut sudah 

ditentukan terlebih dahulu.  

Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin 

dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan 

dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya 

akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus 

menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya 

sekalipun. 

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya.Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses 

pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau 

kegiatan menurut wewenang,tugas dan fungsi instansi tersebut. 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau  

tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:
40

 

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya  
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karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan  

tujuan organisasi dapat tercapai. 

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak 

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya 

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha – usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang 

apa yang dikerjakan oleh oerganisasi dimasa depan. 

e) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu  

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja. 

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas  

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu  

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka  

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan  

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 
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h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat 

sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas  organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

Selanjutnya Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria 

dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

1. Produktivitas. 

2. Kemampuan adaptasi kerja. 

3. Kepuasan kerja. 

4. Kemampuan berlaba. 

5. Pencarian sumber daya 

Sedangkan, Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang 

paling menonjol adalah :
41

 

1. Keberhasilan program. 

2. Keberhasilan sasaran. 

3. Kepuasan terhadap program. 

4. Tingkat input dan output. 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121) 

Selain itu, ukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip Richard M. 

Steers (1985:53) adalah sebagai berikut:
42

 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 
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sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti tahapan 

pencapaian bagian – bagiannya, maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja. 

2.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT – Dana Desa ) adalah bantuan 

uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk 

mengurangi dampak Pandemi Covid – 19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah 

Rp. 300.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria 

dan diberikan selama 3 ( tiga ) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga 

bulan berikutnya. BLT dana Desa bebas dari pajak. 

Jika kebutuhan desa memiliki ketentuan maksimal yang dapat 

dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan 
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alokasi Dana Desauntuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati / Wali Kota. 

Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan 

Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ).
43

 

Beberapa dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT – Dana Desa ), adalah sebagai berikut 

;
44

 

a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ( Covid – 19 ). 

b. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi ( PDTT ) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolan Keuangan Desa. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomo 40 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. 

e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ) di Desa 
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melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

f. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT – 

Dana Desa ). 

g. Surat Menteri Desa PDTT  Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tentang 

Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 

Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi 

Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020. 

h. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Mayarakat 

Desa Kementrrian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00.IV/2020 Tentang 

Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT 

Dana Desa. 

i. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tentang 

Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) dan Non – 

DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat. 

Calon penerima BLT – Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang 

terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) maupun yang  

tidak terdata ( exlusion error ) yang memenuhi kriteria sebagai berikut ; 
45

 

a. Tidak mendapat bantuan PKH/ BPNT/ Pemilik Kartu Prakerja. 

b. Mengalami kehilangan mata pencaharian ( tidak memiliki 
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cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga 

bulan kedepannya ). 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit / kronis. 

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti kepala miskin 

yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas terdata 

sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) BLT – Dana Desa. 

2.4 . Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 

Sumber : Website Resmi Pemerintahan Nagari Situmbuk 

  

2.5 . Pandangan Islam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, 

maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai pun tidak lain adalah untuk 
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menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan 

hidup. Bantuan Langsung Tunai dicairkan setiap triwulan. Besarnya adalah 

Rp.300.000 selama 3 bulan per rumah tangga sasaran. Bentuk uang tunai 

diberikan untuk mencegah krisis ekonomi. 

Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari 

masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah 

laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal 

yang sia-sia saja. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra’d/13: 

11.  

َ لََ يغُيَ ِرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى يغُيَ ِرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ   إنَِّ اللََّّ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah pun tidak akan mengubah keadaan atau 

nasib masyarakat sebelum masyarakat itu sendiri yang mengubah sebab- sebab 

kemiskinan atau kemunduran mereka. Banyak orang yang menginginkan hidup 

layak tetapi mereka tidak sanggup bekerja, atau banyak orang yang sanggup 

secara fisik untuk bekerja tetapi mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan 

sehingga timbullah pengangguran dimana-mana yang pada akhirnya 

menyebabkan kemiskinan dan kemunduran. 

Begitu pula dalam kehidupan Islam. Islam sangat peduli terhadap 

kesejahteraan sosial. Islam menekankan pada upaya memberantas kemiskinan, 
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kebodohan, dan keterbelakangan. Selain itu, Islam juga mengutamakan 

penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim dan orang tua. Penekanan terhadap 

obyek-obyek tersebut dikarenakan, memang dalam kenyataannya masalah 

tersebutlah yang harus dibenahi. Sebab masalah kemiskinan, keterbelakangan, 

kebodohan, persoalan anak yatim dan fakir miskin adalah persoalan sosial, yang 

ada di setiap tempat dan kurun waktu. 

Allah SWT telah menjelaskan konsep Islam mengenai Kemiskinan, seperti 

yang tertuang dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Ma’un/107: 1-7. 

لَّذِي يَدعُُّ الْيتَيِمَ . وَلََ يحَُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِينِ . فوََيْلٌ لِلْمُصَلِ ينَ , الَّذِينَ أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِ بُ باِلدِ ينِ . فَذلَِكَ ا

 هُمْ عَنْ صَلََتهِِمْ سَاهوُنَ . الَّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ . وَيَمْنَعوُنَ الْمَاعُونَ 

Terjemahnya:  

Taukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang 

meninggalkan anak yatim dan tidak menghiraukan kehidupan orang miskin. Maka 

celakalah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari 

sholatnya, dan berbuat riya’, serta enggan menolong dengan barang yang berguna. 

Ayat ini memberitahukan kepada umat Islam betapa pentingnya masalah 

sosial, sehingga Tuhan menyatakan bahwa orang yang sholat, tetapi tidak mau 

menghiraukan kesejahteraan sosial, shalatnya sia-sia dan berarti mendustakan 

agamanya, karena shalatnya terlalaikan, tidak bisa menggerakan ke arah perbaikan 

sosial. 

2.6 . Penelitan Terdahulu 

1. Fatkhul Khoiriyah, dkk ( 2020 ). Dalam hal ini meneliti dengan 

judul penelitian adalah “ Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial 
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Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 

Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten 

Bojonegoro“. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 

memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan 

Covid-19 dan untuk menganalisa keefektivitasan pelaksanaan 

bantuan di Desa Gedongarum dengan hasil penelitiannya adalah 

bahwa pelaksanaan bantuan sosial di desa Gedongarum belum 

efektif. 

2. Lailul Mursyidah ( 2017 ). Dalam hal ini meneliti dengan judul 

penelitian adalah “ Efektivitas Program Bantuan Tunai 

Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan “. Masalah 

dalam penelitian adalah menunjukkan bahwa setelah 2 tahun 

berjalan tujuan Program Keluarga Harapan yang merupakan 

bentuk dari program bantuan tunai bersayarat di Kabupaten 

Temanggung belum tercapai. Dilihat dari sebelum dan sesudah 

PKH, status gizi bayi dan balita dan kesejahteraan keluarga di 

Kabupaten Temanggung tidak berbeda, perkembangannya hampir 

sama, masih dalam keadaan konstan sebelum dan sesudah PKH 

dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program bantuan 

tunai bersyarat di Kabupaten Temanggung belum efektif dalam 

mengatasi kemiskinan dan kelaparan. 

3. Ni Made Suastini ( 2019 ). Judul penelitian adalah “ Efektivitas 

Dana Bantuan Hibah terhadap Kualitas Demokrasi dan 
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Partisipasi Politik “. Masalah dalam penelitian ini adalah bahwa 

dana bantuan hibah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas 

demokrasi dan partisipasi politik. Namun dalam pendistribusian 

dana hibah, terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan 

ditingkatkan. 

4. Fenti Prihatini Tui ( 2018 ). Judul penelitian adalah “ Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini Kecamatan 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango “. Masalah dalam 

penelitian ini adalah kurangnya dukungan dan memfasilitasi upaya 

menjaga kelestarian program bagi pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, dukungan baik berupa kebijakan maupun dana masih 

sangat dibutuhkan, mengingat ADD ini telah banyak memberikan 

manfaat khususnya bagi masyarakat Desa Bongopini kecamatan 

Tilongkabila.  

2.7 . Definisi Konsep 

Menurut (Singarimbun, 2006:33) mendefinisikan bahwa definisi konsep 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, 

keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. 

Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan 

pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan berikutnya 

yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh 

seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan 
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yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang 

berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.  

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT – Dana Desa ) adalah 

bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari 

Dana Desa untuk mengurangi dampak Pandemi Covid – 19. 

2.8 Konsep Operasional 

Tabel 2.2 

 Indikator SubIndikator 

Efektivitas  

( Duncan 

yang dikutip 

Richard M. 

Steers ( 1985 : 

53 ) ) 

Pencapaian 

Tujuan 

 Waktu penerima program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa 

 Sasaran ( target ) yang ingin dicapai dari 

program tersebut seperti kriteria yang 

berhak menerimanya dan kuota 

menerima program BLT Dana Desa 

 Tujuan utama dari program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa adalah 

Untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di tengah pandemi Covid – 

19 

 Integrasi Sosialisasi mengenai pendaftaran calon 

penerima, mekanisme penyaluran dan 

penerimaan program bantuan langsung 
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tunai dana desa di Nagari Situmbuk.yang 

dilakukan perangkat desa kepada 

masyarakat 

 Adaptasi Manfaat dan dampak dari program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa di tengah 

pandemi covid – 19  terhadap masyarakat 

Nagari Situmbuk,  
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang 

Pencapaian 

Tujuan 
Integrasi Adaptasi 

Indikator Efektivitas 

( Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) ) 

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan Program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di era pandemi 

Covid-19 bagi masyarakat Nagari Situmbuk 

Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid- 

19 Bagi Masyarakat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, penulis akan akan melakukan 

penelitian di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar 

yang beralamat di Jorong Bodi Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, 

Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 27263. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan selesai.  

3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis Data  

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang 

dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur secara statistik atau 

dengan cara lainnya dari suatu kuantifikasi atau pengukuran Data ini bersikap 

deskriptif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambaran yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan serta dokumen-dokumen lainnya.  

3.2.2 Sumber Data  

 Moelong ( 2007 : 157 ) yang mengutip dari lofland dan lofland sumber 

data utama penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain –lain termasuk didalamnya sumber data 

tertulis, foto, statistic dan dokumen lainnya. Sumber data yang digunakan untuk 

membantu penelitian adalah : 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari 

lapangan atau objek penelitian. Sumber dari data primer dalam penelitian 

adalah wawancara secara mendalam terhadap narasumber dan observasi 

langsung ke objek penelitian. Data tersebut dapat berupa pertanyaan – 

pertanyaan yang ditujukan kepada informan mengenai efektivitas 

pelaksanaan program BLT Dana Desa terhadap masyarakat di Nagari 

Situmbuk. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung pembahasan. 

Data ini diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya. Data ini dapat diperoleh dari studi kepustakaan, 

seperti data dokumentasi, buku dan jurnal dan sumber – sumber lain yang 

relevan. 

3.3 Informan Penelitian  

Pada penelitian kualitatif ada beberapa istilah yang digunakan untuk 

menunjuk subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subyek penelitian 

dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. 

Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan 

atau purposive sampling. Ada yang menggunakan dengan istilah informan. 

Moelong ( 2007:132 ) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Seorang informan harus memiliki banyak pengalaman tentang latar belakang 
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penelitian tersebut.  

Moelong (2007 : 132) kegunaan informasi bagi peneliti adalah 

mendapatkan informasil lebih mendalam yang berhubungan dengan judul 

penelitian diatas. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa informan 

untuk menjadi narasumber tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan 

langsung tunai dana desa di era pandemi covid-19 bagi masyarakat di Nagari 

Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 

Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel Informan 3.1 

No. Nama Jabatan Informan 

1 Informan 1 Dinas Sosial 1 

2 Informan 2 Kepala Desa / Nagari 1 

3 Informan 3 Kepala Seksi Kesejahteraan 1 

4 Informan 4 Masyarakat 5 

Total Informan 8 Orang 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pegumpulan data yang digunakan adalah:  

a) Observasi  

Observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

Penyidikan yang dijalankan secara sistematis dan menggunakan alat indera 

terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang ada dilapangan.  

b) Wawancara  
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guide (panduan wawancara). 

c) Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dan 

dokumen resmi ( Peraturan atau Undang – undang ). Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian 

kualitatif. 

3.5 Teknik Analisis Data  

Menurut Moelong ( 2007 : 248 ) yang mengutip dari Bogdan & Biklen 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan – bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

1. Reduksi data, maka lama peneliti ke lapangan makin banyak data 

yang didapat, untuk itu perlu adanya reduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal yang pokok, memefokuskan pada hal- hal yang penting 

dan membuang yang tidak perlu. Sebelum melaksanakan reduksi data, 

maka peneliti membaca, mengkaji, dan menelusuri seluruh jenis data 

yang berhasil dikumpulkan.  

2. Penyajian data dalam penelitian kualitattif dapat dilakukan dalam 
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Pengambilan kesimpulan / verifikasi (Conclution Drawing / 

Verification) , yaitu dalam penelitian kualitatif dilakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal adalah bersifat sementara, dan akan baeuah apabila tidak 

ditemukan bukti- bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal di dukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (terpercaya). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Nagari Situmbuk 

 

Nagari Situmbuk merupakan sebuah Nagari Tuo yang tercatat dalam 

sejarah kebudayaan minangkabau, hingga saat sekarang masyarakatnya masih 

menganut dan menerapkan adat istiadat minangkabau secara kental. sistem 

kemasyarakatan yang hidup sebagai komunitas masyarkat nagari masih 

menerapkan semangat gotong royong dam sistem musyawarah 

Nama situmbuk sendiri konon berasal dari kata "situmpuak" yang artinya 

setumpuk, karena dahulunya masyarakat pertama yang datang merupakan 

kelompok-kelompok kecil yang tinggal dipinggiran nagari yang saat itu disebut 
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taratak hingga akhirnya pindah dan membentu sebuah nagari. 

Pada masa penjajahan, sistem adat didalam Nagari Situmbuk masih 

berjalan dengan baik, sistem kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong masih 

mejadi ciri khas bagi masyaratkatnya, tidak ada kejadian-kejadian penting pada 

masa penjajahan Belanda maupun Jepang, Namun setelah masa kemardekaan 

Nagari Situmbuk pernah menjadi Basis tentara Pemerintahaan Revolusioner 

Republik Indonesia (PDRI) sehingga pada tahun 50-an, nagari situmbuk menjadi 

salah satu daerah utama perang PRRI yang oleh Masyarakatnya sendiri dikenal 

dengan istilah "Peri-peri". 

Pemerintahan orde baru merubah sistem Nagari menjadi desa sehingga 

pada saat iti Nagari Situmbuk dipecah menjadi 4 (empat buah) desa yang saat ini 

di telah kembali menjadi jorong semenjak kebijakan otonomi daerah. 

4 Jorong tersebut diantaranya : 

a. Jorong Patir 

b. Jorong Bodi 

c. Jorong Piliang 

d. Jorong III Ninik 

Ditengah derasnya masuknya kebudayaan Global saat ini pemerintah 

bersama masyarakat Nagari Situmbuk masih terus berupaya untuk melestarikan 

kebudayaan asli Minangkabau, sehingga diharapkan agar generasi muda tidak 

melupakan kebudayaan asli mereka yang yang sangat berguna dalam 

mempertahankan identitas dan agar terus menerapkan semangat kebersamaan 

dalam kehidupan masyarakatnya kelak. untuk itu berbagai cara telah ditempuh 
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antara lain dengan mengadakan pelatihan-pelatihan adat, pembinaan kesenian 

tradisi, hingga pembenahan pembenahan lain yang dirakan perlu.Potensi wilayah 

Nagari situmbuk yang saat ini cukup baik untuk dikembangkan adalah pada 

bidang Pertanian, peternakan, dan perkebunan, namun masih ada potensi-potensi 

lain yang sangat mungkin untuk digali seperti pariwiasata, pengembangan home 

industri dan lainya. 

Dalam rangka membendung kebudayaan global, masyarakat Nagari 

Situmbuk terus berupaya untuk melestarikan kebudayaan asli mereka dengan 

melakukan pembinaan terhadap generasi muda sebagai penerus, berbagai pelatiha 

dibidang adat, dan kesenian tradisi terus dilakukan guna mengenalkan kebudayaan 

asli tersebut terhadap generasi muda, sehingga tetap lestari dan mengakar dalam 

kehidupan masyarakatnya. 

4.2 Letak dan luas batas 

Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi 

Sumatera Barat. Kenagarian Situmbuk terletak di antara gunung Merapi dan 

gunung Sago.  

Batas wilayah, diantaranya : 

1. Sebelah Timur dengan Nagari Sungai Patai 

2. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Nagari Tungkar Kabupaten 

50 Kota 

3. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Nagari Supayang 

4. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Nagari Sumanik 

5. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Situmbuk Kecamatan 
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Salimpaung 

4.3 Kependudukan 

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk tahun 2020 - 2021 

NO NAMA JORONG 

LAKI – 

LAKI 

PEREMPUAN  

1 Patir 413 398 811 

2 Bodi 367 354 721 

3 Piliang 378 360 738 

4 III Ninik 255 255 510 

TOTAL KESELURUHAN 1413 Jiwa 1367 Jiwa 2780 Jiwa 

 

Tabel 4.3.2 Mata Pencaharian 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH ( % ) 

TOTAL 

KESELURUHAN 

1 Pertanian 2224  ( 80% ) 

2780 Jiwa 

( 100% ) 2 

Yang lainnya 

 Pegawai 

 Pedagang 

 Swasta 

556 ( 20% ) 

 

 Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Nagari Situmbuk 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 2780 jiwa yang terdiri dari 1413 Laki – laki 

dan 1367 Perempuan dengan berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian 
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berbeda – beda, seperti petani, pegawai, pedagang dan swasta dari total jumlah 

penduduk. Di Nagari Situmbuk jumlah penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian ada 2780 dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di  sektor 

pertanian dengan jumlah 2224 dari total jumlah penduduk. 

 

4.4 Visi dan misi 

VISI  : 

“ Menjadikan Nagari Situmbuk Menjadi Nagari Terdepan, Makmur, Berdaya, 

serta Damai dan Berkeadilan dengan Landasan Adat Basandi Syara, Syara’ 

Basandi Kitabullah “ 

MISI  : 

a. Meningkatkan pendapat masyarakat dengan meningkatkan 

pemanfaatan lahan pertanian persawahan, perkebunan, rimbo 

belantar serta pekarangan rumah yang ditompan peternakan, 

perikananjasa serta perbaikan infrastruktur. 

b. Menumbuh kembangkan serta meningkatkan kemampuan lembaga 

– lembaga dan kelompok masyarakat dalam menggali, memahami 

dan menerapkan nilai – nilai agama, adat dan seni budaya yang 

islami dan adat salingkah nagari. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta melaksanakan tata 

pemerintahan yang baik, bersih transparan dan berwibawa. 

d. Meningkatkan mutu dan kesempatan mengikuti kegiatan belajar 

mengajar bagi masyarakat serta penguatan lembaga pendidikan dan 
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kelompok belajar.  

e. Meningkatkan mutu pelayanan dan informasi kesehatan yang cepat, 

tepat dan mudah serta terjangkau oleh masyarakat nagari. 

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan penanggulang 

masalah Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan, Kenakalan, 

Kebersihan, Keindahan Dan Kerindangan ( K7 ) Nagari. 

 

4.5 Tugas dan Fungsi 

 KEPALA DESA 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa 

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai 

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membina kehidupan masyarakat Desa 

6. Membina ekonomi desa 

7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

paeraturan perundang-undangan; dan 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. 

 

 SEKRETARIS DESA 

1. Tugas Pokok :  

a. Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa 

b. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

2. Fungsi : 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, 

administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi; 

b. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi 

Perangkat Desa, penediaan prasarana Perangkat Desa dan 

kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; 

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi 

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa 

lainnya; 

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun 

rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam 
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rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan Laporan 

 

 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 

1. Tugas Pokok :  

a) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu 

Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

2. Fungsi : 

a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan; 

b. penyusunan rancangan regulasi desa; 

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban 

masyarakat Desa; 

d. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan 

administrasi kependudukan tingkat Desa; 

e. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan 

administrasi pertanahan tingkat Desa; 

f. penataan dan pengelolaan wilayah; 

g. pendataan dan pengelolaan profil Desa; 

h. pemantauan kegiatan sosial politik di Desa; 

i. penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, 

Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan 

pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Desa 
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kepada masyarakat; 

j. pelayanan kepada masyarakat; 

k. penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai 

bidang tugasnya; 

l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa 

mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di 

bidang tugasnya; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa. 

 

 KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN 

1. Tugas Pokok :  

a. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu 

Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

2. Fungsi : 

a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan program pembangunan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

b. penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan 

pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa; 

c. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan 

peningkatan sarana dan prasaranan pembangunan Desa; 

d. pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat 

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
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pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang 

taruna; 

e. penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 

Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai 

bidang tugasnya; 

f. pelayanan kepada masyarakat; 

g. penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai 

bidang tugasnya; 

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa 

mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di 

bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan Kepala Desa. 

 

 KEPALA SEKSI PELAYANAN 

1. Tugas Pokok :  

a. Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala 

Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

2. Fungsi : 

a. penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat; 

b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat; 

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 
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kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan 

bidang sosial lainnya; 

d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan 

ketenagakerjaan; 

e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan keagamaan; 

f. penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang 

tugasnya; 

g. pelayanan kepada masyarkat; 

h. penyelenggaraan pengembangan peran serta dan 

keswadayaan masyarakat; 

i. penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai 

bidang tugasnya; 

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa 

mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di 

bidang tugasnya; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa. 

 

 KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN 

1. Tugas Pokok :  

a. Kepala Seksi Pembangunan bertugas sebagai membantu 

Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 
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2. Fungsi : 

a. pembangunan sarana prasarana perdesaan; 

b. pembangunan bidang pendidikan; dan 

c. pembangunan bidang kesehatan. 

 

 KEPALA URUSAN KEUANGAN 

1. Tugas Pokok :  

a. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris 

Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

2. Fungsi : 

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan 

keuangan seperti: 

a. pengurusan administrasi keuangan, 

b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

c. verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi 

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan 

lembaga Pemerintahan Desa lainnya, 

d. serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris 

Desa atau Kepala Desa. 

 KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA 

1. Tugas Pokok :  

a. Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa 
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dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

2. Fungsi : 

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan 

ketatausahaan seperti: 

a. fungsi administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, 

dan penataan administrasi perangkat desa, 

b. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, 

c. penyiapan rapat, 

d. pengadministrasian aset, 

e. inventarisasi, 

f. perjalanan dinas, dan pelayanan umum, 

g. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa 

atau Kepala Desa. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat 

disimpulkan mengenai hasil penelitian dengan judul Efektivitas Program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid- 19 bagi Masyarakat Nagari 

Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Peneliti menjabarkan 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Dalam hal pelaksanaan, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

dimulai pada awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2022 terdapat beberapa 

perbedaan :  

a. Dari segi penerimaan, jumlah penerima program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. Pada tahun 2020 berjumlah 214 

sedangkan pada tahun 2021 jumlah penerima program Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa berjumlah 70 KK dari penduduk yang 

kurang mampu berjumlah 1386 Orang. 

b. Dari Total anggaran penerima program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa. ada tahun 2020 berjumlah Rp. 192.600.000 sedangkan 

untuk tahun 2021 berjumlah Rp. 63.000.000. dari total anggaran 

penerima program Bantuan Langsung Tunai Da Desa terdapat 

penurunan jumlah anggaran sebesar Rp. 129.600.000. 

c. Dari segi persentase anggaran. Pada tahun 2020 persentase 

anggaran adalah 40% dari jumlah APBD sedangkan pada tahun 
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2021 persentase anggaran adalah 30% dari jumlah APBD. 

d. Dari segi Jorong yang mendapatkan program Bantuan Langsung 

Tunai Dana Desa. Pada tahun 2020 Jorong penerima terbanyak 

adalah Jorong Piliang dengan 62 KK sedangkan tahun 2021 Jorong 

penerima terbanyak adalah Jorong Patir dengan 19 KK 

2) Efektivitas Program Bantuan langsung Tunai Dana Desa di Nagari 

Situmbuk sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang 

digunakan, yakni :  

a. Tercapainya tujuan (waktu dan sasaran) 

Tercapainya tujuan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 

di Nagari Situmbuk dalam hal waktu dan sasaran ( target ) 

maksudnya sudah diberikan kepada mereka yang sesuai dengan 

syarat yang telah ditetapkan oleh kementrian sosial dengan tujuan 

agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi 

Covid – 19. Selain itu, dari aspek jangka waktu dimana program 

BLT Dana Desa pada tahun 2020 – 2021 dengan jumlah anggaran 

Rp. 2.700.000 dan jumlah penerima adalah 284 KK dari 1780 

masyarakat yang kurang mampu. 

b. Terlaksananya proses integrasi 

perangkat desa ( nagari ) sudah melakukan Integrasi . Dimana 

perangkat desa ( nagari ) sudah melakukan sosialisasi di aula 

nagari. Bentuk sosialisasi yang diberikan adalah informasi 

mengenai mekanisme penyaluran dan penerimaan program 
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Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Nagari Situmbuk. Dimana 

proses pencairan dana BLT Dana Desa adalah dengan metode tunai 

melalui cabang Pos Indonesia terdekat sebesar RP. 900.000 per 

bulan selama 3 bulan.  

c. Adaptasi 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan Bantuan Langsung tunai Dana Desa ini dapat 

dikatakan dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi semasa 

pandemi sesuai dengan harapan dari kementrian soaial yakni untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid – 

19, uang bantuan ini digunakan oleh mereka untuk kebutuhan 

pokok keluarga, biaya sekolah anak dan penambahan modal.  

3) Adapun kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai 

Dana Desa Di Nagari Situmbuk adalah  

a. Dimana Anggaran dana yang diterima hanya sedikit dari 

pemerintah pusat kepada daerah yang membuat kuota untuk 

orang – orang yang berhak menerimanya dibatasi padahal 

masih banyak orang – orang yang menginginkan bantuan dari 

pemerintah dengan kondisi saat ini yang disebabkan oleh 

kebutuhan yang kurang mencukupi akibat penurunan 

pendapatan masyarakat di Nagari Situmbuk dimana sebagian 

masyarakat yang hanya bermata pencaharian pertanian dan 

perkebunan. Anggaran yang dialokasikan untuk BLT Desa 
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untuk nagari situmbuk tidak mencukupi untuk keseluruhan 

jumlah KPM atau jumlah anggaran untuk BLT Desa tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk yang kurang mampu 

sebesar 1.380 orang dari 2.780 jumlah penduduk di Nagari 

Situmbuk.   

b. Selain itu kendala yang dihadapi dalam program BLT Dana 

Desa adalah Data. Dimana adanya perubahan data penerima 

setiap tahapannya sehingga perangkat desa harus bekerja dua 

kali. Kondisi ini membuat proses verifikasi data penerima 

menjadi sulit dan memakan waktu yang lama serta harus 

melakukan verifikasi ulang. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan 

saran kepada pihak – pihak yang terkait, diantaranya : 

1. Masyarakat 

Diharapkan kepada masyarakat yang menerima dan mendapatkan 

dana dari program BLT Dana Desa agar dapat digunakan 

semaksimal mungkin. 

2. Penelitian selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih 

dalam lagi mengenai efektivitas pelaksanaan program BLT Dana 

Desa dan agar dapat mewawancarai informan yang lebih banyak 

lagi agar mendapatkan hasil penelitian lebih baik lagi. 
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Gambar 5.1 

Sosialisasi Program BLT Dana Desa Kepada warga 
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Gambar 5.2 

Pemberian Dana BLT Dana Desa secara Simbolis 
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Gambar 5.3 

Wawancara dengan Kepala Desa 
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Gambar 5.4 

Wawancara dengan Dinas Sosial 
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Gambar 5.5 

Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan 
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Gambar 5.6 

Wawancara dengan Masyarakat Penerima Program BLT Dana 

Desa 
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